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SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

bahwa berdasarkan Pasal 35 jo Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kajian pemanfaatan air limbah ke tanah
merupakan persyaratan yang harus dilakukan dalam pengajuan permohonan izin pemanfaatan air
limbah untuk aplikasi pada tanah;

bahwa salah satu pemanfaatan air limbah ke tanah adalah pemanfaatan air limbah dari industri minyak
sawit pada perkebunan kelapa sawit;

bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pedoman teknis pengkajian pemanfaatan
air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan hidup;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak
Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Perundang-undangan Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemar Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4161);

Keputusan Presiden Rl Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101

Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGKAJIAN
PEMANFAATAN AIR LIMBAH DARI INDUSTRI MINYAK SAWIT PADA TANAH DI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT.

Pasal 1

(1) Setiap pemrakarsa yang akan memanfaatkan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit
wajib mengajukan permohonan pengkajian pemanfaatan kepada Bupati/Walikota.
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@)

Permohonan pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit
didasarkan pada salah satu hasil kajian berikut ini :

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

c.  Studi Mengenai Evaluasi Dampak Lingkungan (SEMDAL) ;

d. Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL).

Pasal 2

Bupati/Walikota menyetujui usulan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit
dengan syarat dan tata cara berpedoman pada Keputusan ini.
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Pasal 3

Bupati/Walikota menetapkan persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfatan air limbah, yaitu :
a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;

pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah;

pengaruh terhadap kesehatan masyarakat;

BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;

nilai pH berkisar 6-9;

dilakukan pada lahan selain lahan gambut;

dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;

dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;

i.  tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;

sTe@ -0 a0y

j-  areal pengkajian seluas 10 — 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
k.  pembuatan sumur pantau.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persyaratan lain sesuai kebutuhan masing-
masing daerah yang bersangkutan.

Pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit adalah
sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 4

Bupati/Walikota menerbitkan surat persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan
kelapa sawit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan pengkajian diterima.

Pasal 5

Dalam surat persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit wajib
dicantumkan ketentuan sekurang-kurangnya meliputi:

a.
b.
c.

1

hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
metode dan frekuensi pemantauan;

pelaporan hasil pemantauan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur provinsi yang
bersangkutan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup ;

larangan mengenai :

1) adanya air larian (run off) yang masuk ke sungai;

2) pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;

3) membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalan Keputusan ini;
4) membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit dilakukan
minimal selama 1 (satu) tahun.
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(2) Pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit hanya dilakukan 1 (satu)
kali pada lokasi dan tempat yang sama.
Pasal 7

Bupati/Walikota wajib melakukan pemantauan pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada
perkebunan kelapa sawit.

Pasal 8
Persetujuan pengkajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit akan dicabut apabila
ditemukan adanya pelanggaran terhadap persyaratan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja setelah evaluasi dilakukan.

Pasal 9
Berdasarkan hasil kajian seperti dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) , pemrakarsa mengajukan permohonan izin pemanfaatan air
limbah kepada Bupati/Walikota.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 25 Maret 2003

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd
Nabiel Makarim, MPA, MSM.
Salinan ini sesuai aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan
Kelembagaan Lingkungan Hidup,

ttd

Hoetomo, MPA.
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